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Rin.gankan Beban Rakyat Miskin

DPR Desak Tunggakan luran
BPJS Kesehatan Dihapus

Senayan meminta Pemerintah segera
merealisasikan kebijakan penghapusan
tunggakan iuran BPJS Kesehatan (BPJK-Kes)
bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.

ANGGOTA Komisi IX DPR
Nurhadi mengatakan, Negara
perlu hadir memberikan solusi
bagi masyarakat yang kehilangan
akses layanan kesehatan akibat
tunggakan uran. ' Jangan sampai
mereka sakit kemudian tidak bisa
memperaleh layanan kesehatan
hanya karena terjebak fungaakan
yang secara ekonomi tidak sang
aup dibayar,” kata Nurhadi di
Gedung DPR, Jakarta. Rabu
(1042026).

Sebelumnya, Pemerintah be
rencana menghapus tunggak
an furan Jaminan Kesehatan

Nasional (IKN) senilai Rp 14
triliun. Kebijakan pemutihan ini
diperkirakan menyasar sekitar
23 juta peserta BP)S Kesehatan
dl seluruh [ndonesia.

Selainitu, Nurhadi mengingat
kan Pemerintah agar tidak men

jadikan kenaikan furan sebagai

solusi utama dalam mengatasi
tekanan keuangan Program JKN.
Pasaluya. kondisi ekonomi mas
yarakat saat ini belum sepenub
nya pulih dan masih menghadapi
bierbagai tekanan biaya hidup.
Dia menilai, saat ini bukan
mamentum yang tepat untuk

menaikkan iuran BPJS Kese
hatan. Ketika masyarakat masih
menghadapi tekanan ekonom,
Pemerintah harus lebih dahulu
membenahi lata kelola sistem.
Sepertl memperkuat pengawas
an tethadap frand (penipuan).
meninghatkan kepatuhan badan
sitha. dan metmperbaiki efisien-
si pembiayaan kesehatan.
Nurhadi menambahkan, ke
berlanjutan Progran JKN harus
ditopang oleh kebijakan yang
berpihak kepada rakyat seka
ligus menjaga kesehatan fiskal
BPJS Kesehatan. Oleh karena
itu, Pemerintah perlu menyusun
skema yang adil agar masyarakat
miskin tidak kehilangan hak
dasar atas pelayanan kesehatan.
la menegaskan, JKN adalah
instrumen perlindungan sosial

yang sangai penting. Jangan
sampai jutaan masyarakat pa
ling membutuhkan tidak bisa
akses layanan kesehatan kare
na persoalan administrasi dan
fungpakan. "Negara harus hadir
memberikan jalan keluar," tandas
palitikus Nasdem ini.

Namun demikian, ia memuji
capaian Program Jaminan Kese
hatan Nasional {JKN) vang telsh
menjangkan sekitar 284 juta jiwa
atau hampir 99 persen penduduk
[ndonesia. Tapi di balik angka
tersehut masih terdapat persoalan
besar terkait keakiifan peserta.
"Peserta aktif hanya sekitar 229

juta jiwa atau 80.64 persen dari

fotal peserta," ungkap dia.
Artinya, ada sekitar 55 juta

peserta yang tidak akif karena

hertagai fakior, mulal dari tung

gakan juran, mutasi data, hingga
penanaktifan peserta hantuan
furan. " [ni menunjukkan kepemi
likan kartu JKN belum sepenuhnya
bertianding lurus dengan akses
myataterhadap layanan kesehatan,
imbuh legislator asal Jawa Timue
(Jatim) ini.

Sementara, anggota Komisi
[X DPR Irma Suryani Chaniago
menyoroti kondisi kevangan
BPJS Kesehatan yang menga
lami defisit hingga Rp 2 trilion
per bulan. Hal ini berpotensi me
nimbulkan risiko tethadap ke
berlanjutan pembiayaan laanan
kesehatan nasional. "Persoalan
utama yang perlu segera dibe
niahi adalah akurasi data peserta
Penerima Bantuan [uran (PBI),"
desak [rma di Jakarta, Rabu
(10/6/2026). w1ie
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